BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 42

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



6.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan :

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.



Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan
Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp6.726.262.495.162,00 (enam triliun tujuh ratus dua
puluh enam miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus
sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang
bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah; dan

b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp3.305.825.693.967,00 (tiga triliun tiga ratus lima miliar
delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh
tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri
dari:

a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.988.200.725.884,00 (satu triliun
sembilan ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus juta
tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh



(3)

(4)

(S)

empat rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp795.583.873.494,00 (tujuh ratus
sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta
delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan
puluh empat rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp80.895.380.357,00 (delapan puluh miliar delapan
ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu
tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp441.145.714.232,00 (empat ratus empat puluh satu miliar
seratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu
dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 5

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)

(2)

(3)

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.420.436.801.195,00
(tiga triliun empat ratus dua puluh miliar empat ratus tiga
puluh enam juta delapan ratus satu ribu seratus sembilan
puluh lima rupiah), yang terdiri dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp3.416.171.103.695,00 (tiga triliun empat ratus enam belas
miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga ribu enam
ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.265.697.500,00
(empat miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus
sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Rincian anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat dan
pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan
sebesar Rp6.767.440.139.732,00 (enam triliun tujuh ratus enam
puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh juta seratus tiga
puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang
terdiri dari:

a.

b
C.
d

(1)

(2)
(3)

(4)
(9)

(6)

belanja operasi;

. belanja modal;

belanja tidak terduga; dan

. belanja transfer.

Pasal 9

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a direncanakan sebesar Rp5.183.269.062.697,00 (lima
triliun seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh
sembilan juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh
tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.386.599.160.138,00 (dua triliun tiga
ratus delapan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh
sembilan juta seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh
delapan rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp2.443.990.423.057,00 (dua
triliun empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus
sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima
puluh tujuh rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp45.789.607.902,00 (empat puluh lima
miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus
tujuh ribu sembilan ratus dua rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp299.104.371.600,00 (dua ratus
sembilan puluh sembilan mliliar seratus empat juta tiga ratus
tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp7.785.500.000,00 (tujuh
miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah).



Pasal 10

Rincian anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 11

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b direncanakan sebesar Rp601.448.520.328,00 (enam
ratus satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima
ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah),
terdiri dari:

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

a.
b
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan

e

belanja modal aset lainnya.

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.375.503.617,00
(dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima
juta lima ratus tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.663.668.531,00
(dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga
juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh
satu rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp79.326.116.157,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus
dua puluh enam juta seratus enam belas ribu seratus lima
puluh tujuh rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl17.666.232.023,00

(tujuh belas miliar enam ratus enam puluh enam juta dua
ratus tiga puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp417.000.000,00 (empat ratus
tujuh belas juta rupiah).

Pasal 12

Rincian anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf c direncanakan sebesar Rp4.407.918.588,00 (empat miliar
empat ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima
ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 14

Rincian anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf d direncanakan sebesar Rp978.314.638.119,00 (sembilan
ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta
enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan belas
rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp977.631.138.119,00 (sembilan ratus

tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta
seratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp683.500.000,00 (enam ratus
delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

Rincian anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp41.177.644.570,00 (empat puluh satu miliar seratus tujuh
puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus
tujuh puluh rupiah).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.



Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp263.944.471.056,00 (dua
ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh
empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh enam
rupiah), yang terdiri dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan

b. penerimaan pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih  perhitungan anggaran tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp163.944.471.056,00 (seratus enam puluh tiga miliar
sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh
puluh satu ribu lima puluh enam rupiah).

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Pasal 20

Rincian penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf b sebesar Rp222.766.826.486,00 (dua ratus dua
puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus
dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah),
merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 22

Rincian pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan yang mengakibatkan Surplus
Rp41.177.644.570,00 (empat puluh satu miliar seratus tujuh
puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus
tujuh puluh rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut tentang Penjabaran Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan



Gubernur ini, terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

S. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Ringkasan Penjabaran APBDP yang
diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek,
rincian objek  pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

Penjabaran APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran hibah.

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan sosial.

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran bantuan keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus.

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan
besaran belanja bagi hasil.

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi
dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-
minyak dan gas bumi menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

Rincian dana tambahan infrastuktur menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan
dalam rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD dengan program
prioritas perbatasan negara.

Pasal 25

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen



Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
IRO HUKUM,

N)

LALU RUDY GUNAWA \
NIP. 19700527°199603 1 002



